Lampiran



Daftar Pedoman Wawancara

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.

Bagaimana tahap awal proses penanganan gelandangan dan pengemis
yang dilakukan Dinas Sosial Yogyakarta?

Siapa saja yang menjadi sasaran dari Kebijakan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah
Istimewa Yogyakarta?

Unsur-unsur apa saja yang menjadi standar kebijakan dalam penanganan
gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dalam melaksanakan upaya Preventiv apa saja yang telah dilakukan
untuk menangangi gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa
Yogyakarta?

Dalam melaksanakan upaya Refresif apa saja yang telah dilakukan untuk
menangangi gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta?
Dalam melaksanakan upaya Rehabilitasi apa saja yang telah dilakukan
untuk menangangi gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa
Yogyakarta?

Apakah dengan upaya-upaya yang telah dilakukan cukup efektif dalam
menurunkan jumlah gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa

Yogyakarta?



8.

9.

Apakah sumber daya manusia dari pihak pelaksanaan penanganan
gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai
dengan kebutuhan?

Dalam menerapkan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa

Yogyakarta sumber dana yang diperoleh dari mana?

10. Apakah usaha-usaha yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan

Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta?

B. Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di

Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Baik itu berupa faktor antar organisasi dan
pelaksana kegiatan, faktor penghambat dari karakteristik badan
penyelengara pelaksana, faktor penghambat dalam hal ekonomi, sosial

dan politik dan faktor-faktor pendukung?



Daftar pedoman wawancara di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan

Laras.

1. Bagaimana tahap awal proses rehabilitasi gelandangan dan pengemis
yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras?

2. Kegiatan apa saja yang diberikan selama proses rehabilitasi di Balai
Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras?

3. Apakah peroses rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya
dan Laras sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa

Yogyakarta.



Kegiatan bimbingan ketrampilan yang dilakukan di Panti Sosial Bina

Karya di Yogyakarta

Sumber : Dokumentasi Panti Sosial Bina Karya DIY

Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Las
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Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Kayu

Sumber : Dokumentasi Panti Sosial Bina Kaa ”
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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

TERAKREDITASI “A” No. 176/SK/BAN-PT/Akred/S/V1/2014

UNDANGAN UJIAN PROPOSAL

Hal : Ujian Proposal Skripsi
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal Skripsi

Kepada Yth:

1.Bapak / Tou - Drs. Juhari Sasmita Aji,M.Si.
2.Bapak /Ibu Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.

Assalamu’alaikum Wr. Wh.
Dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/ibu untuk menguji proposal Skripsi Mahasiswa:

Nama Lengkap : Anwar Sadad

No. Mahasiswa : 20130520229

Judul Proposal : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang akan di laksanakan besok pada:

Hari/Tanggal  : Sabtu / 17 Juni 2017
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Dosen Jurusan IP FISIPOL UMY Lantai I

Atas kesediaan Bapak/Ibu dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Copy rangkap 3 untuk :

o Dosen Pembimbing
o Dosen Penguji Proposal
e Jurusan llmu Pemerintahan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor
Perihal

Yogyakarta, 2 Oktober 2017

Kepada Yth. :
074/8401/Kesbangpol/2017 Kepala Dinas Sosial
Rekomendasi Penelitian Daerah Istimewa Yogyakarta

Di

YOGYAKARTA
Memperhatikan surat :
Dari 1 Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor 1 0351/A.2-VIIIX/2017
Tanggal : 20 September 2017
Perihal 1 lzin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan .surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan Tulisan Hmiah/ Skripsi dengan judul proposal:
“IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2016 (STUDI KASUS PANTI SOSIAL
BINA KARYA UPTD DINAS SOSIAL)” kepada :

Nama : ANWAR SADDAD

NiM ;20120520229

No. HP/identitas 1 082327549659 / 1673082909940005

Prodi/Jurusan : imu Pemerintahan

Fakultas,/F;T 1 llmu Sosial dan llmu Politik, Universitas Muhammadiyzh
Yogyakarta

Lokasi Penelitian : -Dinas Sosial DIY
-Panti Sosial Bina Karya Yogyakarta, DIY

Waktu Penelitian 1 3 Oktober 2017 s.d. 30 Desember 2017

Sehubungan dengan maksud tersebui, diharapkan agar pihak yang ferkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan. ’

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;

4, Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makium. .

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

A by ™

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai Ia!poran)
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS SOSIAL

Alamat : J1. Janti,Banguntapan,Telp.( 0274 ) 514932,563510

YOGYAKARTA

Kepada
Dari
Nomor
Tanggal

Perihal

NOTA DINAS

. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

: Kepala Dinas Sosial DIY.
:070/09641 /1.3
: 11 Oktober 2017

Lampiran D

: Rekomendasi penelitian

Memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol )
Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 074/8401/Kesbangpol/2017, tanggal 2 Oktober 2017,
Perihal jjin penelitian maka dengan ini diharapkan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina

Karya dan Laras untuk memberikan ijin kepada :

Nama

No Mahasiswa
Instansi

Waktu

Lokasi

Judul

Catatan

Anwar Saddad
20120520229
limu Sosial dan limu Politik, Universitas Muhamrﬁadiyah Yogyakarta.
3 Oktaber 2017 s/d 30 Desember 2017.

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras.

Implementasi kebijakan peraturan daerah no 1 tahun 2014 tentang
penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2014-2016 ( Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial
Bina Karya dan Laras.

Agar yang Dbersangkutan dapat memberikan laporan hasil
penelitian ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di
Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras.

(s

Demikian untuk dilaksanakan.

PLH Kepala

Endanp Patmintarsih,SH, M.Si
NIP. 18660404 199303 2 007 &



